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BAB lII 

KAJIAN lTEORI 

A. Strategi 

1. Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang 

berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara 

harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu 

pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen 

puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah 

penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran 

organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan 

internal, perumusan kebijakkan dan strategi tertentu 

mencapai sasaran dan memastikan implementasinya 

secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi 

akan tercapai.
1
 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan 

yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, 

daneksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. 

Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, 

memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya 

sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara 

rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik 

untuk mencapai tujuan secara efektif.
2
 

                                                           
1 Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 

(Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 153-157 
2 Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: 

Andi,2010) h. 17 
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Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, 

strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses 

sosial dan manejerial dengan mana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan 

produk dan nilai dengan pihak lain.
3
 

Strategi merupakan faktor yang paling penting 

dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu 

usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa 

dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi 

perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, 

keadaaan dan lingkuangan yang ada. Strategi adalah 

keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan 

mengarah kepengembangan rencana marketing yang 

terinci.
4
 

Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul 

Competitive Strategy dalam Harvard Business Review 

(1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumulan 

tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan 

nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi 

terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta 

                                                           
3 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) h. 

339 
4 Setyo Soedrajat, Manajemen Pemasaran Jasa Bank, (Jakarta:Ikral 

Mandiri Abadi,2011), h. 17 
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pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja 

yang memuaskan (sesuai terget).
5 

2. Unsur-Unsur dan Fungsi dari Strategi 

Bila suatu organisasi mempunyai suatu “strategi”, 

maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang 

mencakup unsur-unsur strategi. Suatu “strategi” 

mempunyai 5 unsur, yaitu : 

a. Gelanggang aktivitas atau Arena merupakan area ( 

produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan 

lainnya) di mana organisasi beroperasi. Unsur Arena 

tersebut seharusnya tidaklah bersifat luas cakupannya 

atau terlalu umum, akan tetapi perlu lebih spesifik, 

seperti kategori produk yang ditekuni, segmen pasar, 

area geografis dan teknologi utama yang 

dikembangkan, yang merupakan tahap penambahan 

nilai atau value dari skema rantai nilai, meliputi 

perancangan produk, manufaktur, jasa pelayanan, 

distribusi dan penjualan. 

b. Sarana kendaraan atau Vehicles yang digunakan untuk 

dapat mencapai arena sasaran. Dalam penggunaan 

sarana ini, perlu dipertimbangkan besarnya risiko 

kegagalan dari penggunaan sarana. Risiko tersebut 

dapat berupa terlambatnya masuk pasar atau besarnya 

                                                           
5 Rachmat, Manajemen Strategik, (Bandung : CV Pustaka Setia, 

2014), h. 2. 
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biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak 

penting, serta kemungkinan risiko gagal secara total. 

c. Pembeda yang dibuat atau differentiators, adalah 

unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang 

ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan dapat 

menang atau unggul di pasar, yaitu bagaimana 

organisasi akan mendapat pelanggan secara luas. 

Dalam dunia persaingan, kemenangan adalah hasil 

dari pembedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut 

dari suatu produk atau jasa suatu organisasi, yang 

berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, harga, 

mutu atau kualitas dan reabilitas, yang semuanya 

dapat membantu dalam persaingan. 

d. Tahapan rencana yang dilalui atau staging, merupakan 

penetapan waktu dan langkah dari pergerakan 

stratejik. Walaupun substansi dari suatu strategi 

mencakup arena, sarana/vehicles, dan pembeda, tetapi 

keputusan yang menjadi unsur yang keempat, yaitu 

penetapan tahapan rencana atau staging, belum 

dicakup. Keputusan pentahapan atau staging didorong 

oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya (resourc), 

tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas 

pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal. 

e. Pemikiran yang ekonomis atau economic logic, 

merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana 
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manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan.strategi 

yang berhasil, tentunya mempunyai dasar pemikiran 

yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan 

keuntungan yang akan dihasilkan. 

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya 

agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara 

efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara 

simultan, yaitu : 

a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin 

dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan 

sebagai tujuan yang diinginkan, dan 

mengkomunikasikan, tentang apa yang akan 

dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan 

pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, 

dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk 

mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-

alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang 

cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan 

faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan 

digunakan. 

b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau 

keunggulan organisasi dengan peluang dari 

lingkungannya.  
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c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan 

kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus 

menyelidiki adanya peluang-peluang baru. 

d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber 

daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. 

Khusunya sumber dana dan suber-sumber daya lain 

yang diolah atau digunakan, yang penting 

dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya 

pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, 

identitas merekdan sumber daya yang tidak berwujud 

lainnya.  

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau 

aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus 

menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting 

bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan 

organisasi.  

f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru 

dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus 

berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk 

menciptakan dan menggunakan sumber sumber daya, 

serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.
6 

 

 

                                                           
6 Sofjan Assauri, Strategic Management : Sustainable Competitive 

Advantages, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 5-8. 
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B. Konsep lZakat 

1. Definisi lZakat 

Menurut lbahasa, lzakat lartinya lkeberkahan, 

lkesuburan, lkesucian ldan lkebaikan. lSementara litu lmenurut 

listilah, lzakat lialah lharta latau lmakanan lpokok lyang lwajib 

ldikeluarkan lseseorang luntuk lorang-orang lyang 

lmembutuhkan. lZakat lmengandung lkeberkahan ldan 

lkebaikan, lsehingga lharta lakan lmenjadi lsuci ldan ltumbuh 

lsubur. lSetiap lmuslim lyang lmemiliki lharta ldan lsudah 

lmencapai lnisab, lwajib lmengeluarkan lzakat, ltermasuk 

ldidalamnya lanak lyang lbelum lbaligh. lBegitu lpula ldengan 

lorang lyang ltidak lwaras. lApabila lia lmemiliki lharta ldan 

lsudah lmencapai lnisab, lwalinya lwajib lmengeluarkan lzakat. 

lDemikian lpula lhalnya lorang lmeninggal ldunia ldan lbelum 

lsempat lmengeluarkan lzakat, lmaka lwajib latas lahli 

lwarisnya lmembayarkan lzakat lsebelum lharta ltersebut 

ldibagi-bagikan.
7
 

Dari lsegi listilah lfiqih, lzakat lberarti lsejumlah lharta 

ltertentu lyang ldiwajibkan lAllah lyang ldiserahkan lkepada 

lorang-orang lyang lberhak. lSedangkan lmenurut lpara 

lmazhab lberbeda llagi ldalam lmendefinisikan lzakat. 

a. Mazhab lMaliki lmendefinisikan lzakat ldengan 

lmengeluarkan lsebagian ldari lharta lyang lkhusus lyang 

ltelah lmencapai lnishab l(batas lkuantitas lminimal lyang 

                                                           
7 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, 

Cet. ke-1, h. 244 
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lmewajibkan lzakat) lkepada lorang-orang lyang lberhak 

lmenerimanya. 

b. Mazhab lHanafi lmendefinisikan lzakat ldengan 

lmenjadikan lsebagian lharta lyang lkhusus ldari lharta 

lyang lkhusus lsebagai lmilik lorang lyang lkhusus, lyang 

lditentukan loleh lsyariat lkarena lAllah.
8
 

c. Menurut lmazhab lSyafi‟i lzakat ladalah lsebuah 

lungkapan lkeluarnya lharta latau ltumbuh lsesuai ldengan 

lcara lkhusus. 

d. Menurut lmazhab lHambali, lzakat lialah lhak lyang lwajib 

ldikeluarkan ldari lharta lyang lkhusus luntuk lkelompok 

lyang lkhusus lpula, lyaitu lkelompok lyang ldisyaratkan 

ldalam lal-Qur‟an. 

Menurut lhadits, lyang lberasal ldari lIbnu lAbbas, 

lketika lNabi lMuhammad lmengutus lMu‟az lbin lJabal lke 

lYaman luntuk lmewakili lbeliau lmenjadi lgubernur ldi lsana, 

lantara llain lNabi lmenegaskan lbahwa lzakat ladalah lharta 

lyang ldiambil ldari lorang-orang lkaya luntuk ldisampaikan 

lkepada lyang lberhak lmenerimanya, lantara llain lfakir ldan 

lmiskin.
9
 

Lembaga lPenelitian ldan lPengkajian lMasyarakat 

l(LPPM) lUniversitas lIslam lBndung/UNISBA l(1991) 

                                                           
8 Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan 

Fiskal, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-1, h. 6-7 
9 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, 

(Jakarta: UI-Perss, 2012), cet. Ke-1, h. 39 
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lmerinci llebih llanjut lpengertian lzakat lyang lditinjau ldari 

lsegi lbahasa lsebagai lberikut. 

a. Tumbuh, lartinya lmenunjukkan lbahwa lbenda lyang 

ldikenai lzakat ladalah lbenda lyang ltumbuh ldan 

lberkembang lbiak l(baik ldengan lsendirinya lmaupun 

ldengan ldiusahakan, llebih-lebih ldengan lcampuran ldari 

lkeduanya); ldan ljika lbenda ltersebut lsudah ldizakati, 

lmaka lia lakan llebih ltumbuh ldan lberkembang lbiak, lserta 

lmenumbuhkan lmental lkemanusiaan ldan lkeagamaan 

lpemiliknya l(muzakki) ldan lsipenerimanya l(mustahik). 

b. Baik, lartinya lmenunjukkan lbahwa lharta lyang ldikenai 

lzakat ladalah lbenda lyang lbaik lmutunya, ldan ljika litu 

ltelah ldizakati lkebaikan lmutunya lakan llebih 

lmeningkatkan lkualitas lmuzakki ldan lmustahik-nya. 

c. Berkah, lartinya lmenunjukkan lbahwa lbenda lyang 

ldikenai lzakat ladalah lbenda lyang lmengandung lberkah 

l(dalam larti lpotensial). lIa lpotensial lbagi lperekonomian, 

ldan lmembawa lberkah lbagi lsetiap lorang lyang lterlibat 

ldidalamnya ljika lbenda ltersebut ltelah ldibayarkan 

lzakatnya. 

d. Suci, lartinya lbahwa lbenda lyang ldikenai lzakat ladalah 

lbenda lsuci. lSuci ldari lusaha lyang lharam, lserta lmulus 

ldari lgangguan lhama lmaupun lpenyakit; ldan ljika lsudah 

ldizakati, lia ldapat lmensucikan lmental lmuzakki ldan 
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lakhlak ljelek, ltingkah llaku lyang ltidak lsenonoh ldan 

ldosa; ljuga lbagi lmustahik-nya. 

e. Kelebihan, lartinya lbenda lyang ldizakati lmerupakan 

lbenda lyang lmelebihi ldari lkebutuhan lpokok lmuzakki, 

ldan ldiharapkan ldapat lmemenuhi lkebutuhan lpokok 

lmustahik-nya. lTidaklah lbernilai lsuatu lzakat ljika 

lmenimbulkan lkesengsaraan lbagi lmuzakki. lZakat 

lbukan lmembagi-bagi latau lmeratakan lkesengsaraan, 

lakan ltetapi ljustru lmeratakan lkesejahteraan ldan 

lkebahagiaan lbersama.
10 

2. Dalil-dalil lSyarat ltentang lZakat 

Menunaikan lzakat ladalah lwajib latas lumat lIslam 

lyang lmampu, lzakat lmaksudnya ladalah lpengambilan 

lsebagian lharta lkepunyaan lorang-orang lyang lmampu luntuk 

lmenjadi lmilik lorang-orang lyang ltidak lberpunya. 

lPenunaian lkewajiban litu ldilakukan lpada ltiap-tiap ltahun 

lsebagai liuran lkemanusiaan lsecara lagama, ldari lorang-

orang lyang lberada luntuk lmenanggulangi lkesulitan lhidup, 

lserta lmencukupkan lhidup lorang-orang lyang ltidak 

lberpunya.
11

 lDasar ldiwajibkannya lzakat ladalah lfirman 

lAllah lSWT ldalam lal-Qur‟an lsebagai lberikut: 

 

 

                                                           
10 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-1, h. 76 
11 Samsul Munir Amin., Haryanto Al-Fandi, Etika Beribadah 

Berdasarkan Alqur’an & Sunnah, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-1, h.  114. 
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a. QS lAl-baqarah layat l43: 

  l  l  l l  l  l   l l l l 

Artinya: ldan ldirikanlah lshalat, ltunaikanlah lzakat ldan 

lruku'lah lbeserta lorang-orang lyang lruku'. 

Yang ldimaksud lIalah: lshalat lberjama'ah ldan 

ldapat lpula ldiartikan: ltunduklah lkepada lperintah-

perintah lAllah lbersama-sama lorang-orang lyang 

ltunduk. 

b. QS lat-Taubah layat l103: 

 l  l   l  l     l l  l  

l    l l  l  l  l l l l  l   

l l l l 

Artinya: lambillah lzakat ldari lsebagian lharta lmereka, 

ldengan lzakat litu lkamu lmembersihkan ldan 

lmensucikan lmereka ldan lmendoalah luntuk lmereka. 

lSesungguhnya ldoa lkamu litu l(menjadi) lketenteraman 

ljiwa lbagi lmereka. ldan lAllah lMaha lmendengar llagi 

lMaha lmengetahui. 

Maksudnya: lzakat litu lmembersihkan lmereka 

ldari lkekikiran ldan lcinta lyang lberlebih-lebihan lkepada 

lharta lbenda. lMaksudnya: lzakat litu lmenyuburkan lsifat-

sifat lkebaikan ldalam lhati lmereka ldan 

lmemperkembangkan lharta lbenda lmereka. 
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c. QS lal-Bayyinah layat l5: 

  l  l l   l l  l l  l   

l   l  l  l l l   l 

l    l l l l 

Artinya: lPadahal lmereka ltidak ldisuruh lkecuali lsupaya 

lmenyembah lAllah ldengan lmemurnikan lketaatan 

lkepada-Nya ldalam l(menjalankan) lagama lyang llurus, 

ldan lsupaya lmereka lmendirikan lshalat ldan 

lmenunaikan lzakat; ldan lyang ldemikian lItulah lagama 

lyang llurus. 

3. Hukum lMenunaikan lZakat 

Zakat ladalah lsalah lsatu lrukun lIslam lyang llima, ldan 

lIslam lterbangun ldi latas llima lrukun ltersebut, lsebagaimana 

lsabda lNabi lSAW: 

“Islam lterbangun ldi latas llima lperkara: lsyahadat 

l(persaksian) lbahwa ltidak lada ltuhan lselain lAllah ldan 

lMuhammad ladalah lutusan lAllah, lmendirikan lshalat, 

lmenunaikan lzakat, lberpuasa ldi lbulan lRamadhan, ldan 

lmelaksanakan libadah lhaji lke lBaitullah lAl-Haram”. 

Hukum lmenunaikan lzakat ladalah lwajib lsesuai 

ldengan lkesepakatan lkaum lmuslimin. lBarangsiapa lyang 

lmengingkarinya, lmaka ldia lkafir, lkecuali ljika ldia lbaru 

lmasuk lIslam latau lhidup ldi ldaerah lyang lterpencil lyang 

lsusah luntuk lmendapatkan lilmu, lmaka ldiberikan ludzur 

lpadanya, ltetapi lorang ltersebut lharus ldiajari. lJika ldia lsudah 



 

32 
 

lmengetahui lhukumnya ldan lbersikeras lpada lpendiriannya 

l(tidak lmau lmembayar lzakat), lmaka ldia lkafir ldan lmurtad. 

lAdapun ljika lmenolaknya lkarena lsifat lpelit ldan 

lmenyepelekan, lmaka lpara lulama lberbeda lpendapat ldalam 

lmasalah lini. lDi lantara lmereka lada lyang lberkata lbahwa 

lorang ltersebut lkafir, lini lsalah lsatu lpendapat ldari limam 

lAhmad. lDan ldi lantara lmereka lada lyang lberkata lbahwa 

lorang ltersebut ltudak lkafir lPendapat lkedua ltersebut ladalah 

lpendapat lyang lbenar, ltetapi lorang ltersebut ltelah lberbuat 

ldosa lbesar.
12

 

4. Syarat lWajib lZakat 

Adapun lsyarat-syarat lseseorang lwajib 

lmelaksanakan lzakat lmeliputi ldua laspek, lyaitu lsyarat 

lmuzakki ldan lsyarat lharta lyang lakan ldizakatkan: 

a. Syarat-syarat lMuzakki l(Orang lyang lWajib lZakat) 

1) Merdeka, lmenurut lkesepakatan lpara lulama, lzakat 

ltidak lwajib lbagi lhamba lsahaya latau lbudak lkarena 

lhamba lsahaya ltdak lmemiliki lhak lmilik. lHal lsenada 

ldiungkapkan loleh lpara lulama lMaliki lbahwa lhamba 

lsahaya ltidak lada lkewajiban lzakat lterhadap lhak 

lmiliknya lbaik lharta litu latas lnamanya lsendiri latau 

latas lnama ltuannya, lkarena lhak lmilik lhamba lsahaya 

lbersifat ltidak lsempurna l(naqis). 

                                                           
12 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Fatwa-Fatwa Zakat, 

(Jakarta: Darus Sunnah, 2008), cet. ke-1, h. 5-6 
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2) Islam, lzakat lmerupakan libadah lyang ldiwajibkan 

lbagi lsetiap lMulsim. lDengan ldemikian, lzakat 

lmerupakan lsaklah lsatu lpilar lagama lIslam. lDengan 

ldemikian ltidak ldiwajibkan latas lorang-orang lnon-

Muslim lataupun lorang lkafir, lkarena lzakat ladalah 

libadah lsuci. lBegitu ljuga ldengan lorang lyang 

lmurtad ltidak ldiwajibkan lzakat. 

3) Baligh lBerakal, lmengenai lpersyaratan lbaligh 

lberakal lini lberbeda lpendapat lulama. lMenurut 

lpendapat luama lmazhab lHanafi, lorang lyang lwajib 

lzakat ladalah lorang lyang ltelah lbaligh ldan lberakal 

lsehingga lharta lanak lkecil ldan lorang lgila ltidak 

lwajib ldikeluarkan lzakatnya. lMenurut lpendapat 

ljumhur lulama, lbaligh lberakal lbukan lmerupakan 

lsyarat lwajib lmengeluarkan lzakat. lNash lyang 

lmemerintahkan luntuk lmengeluarkan lzakat ladalah 

lterhadap lorang lkaya lbersifat lumum ltidak 

lterkecuali lapakah ldia lanak-anak latau lorang lgila. 

lKarena litu, lwali lwajib lmengeluarkan lzakat lanak 

lkecil lataupun lorang lgila lyang lberada ldibawah 

lperwaliannya.
13 

b. Syarat-syarat lHarta lZakat 

Syarat lharta lkekayaan lyang lwajib ldizakatkan 

latau lobjek lzakat lyaitu: 

                                                           
13 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas 

Ekonomi, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), edisi 1, cet. ke-3, h. 250 
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1) Halal, lharta ltersebut lharus ldidapatkan ldengan lcara 

lyang lbaik ldan lyang lhalal l(sesuai ldengan ltuntunan 

lsyariah). lDengan ldemikian, lharta lyang lharam, lbaik 

lkarena lzatnya lmaupun lcara lperolehannya, lbukan 

lmerupakan lobjek lzakat, ldan loleh lkarena litu, lAllah 

ltidak lmenerima lzakat ldari lharta lyang lharam. 
2) Milik lpenuh, lartiya lkepemilikan ldi lsini lberupa lhak 

luntuk lpenyimpanan, lpemakaian, lpengelolaan lyang 

ldiberikan lAllah lSWT lkepada lmanusia, ldan 

ldidalamnya ltidak lada lhak lorang llain. 
3) Berkembang, lmenurut lahli lfikih, l“harta lyang 

lberkembang” lsecara lterminologi lberarti l“harta 

ltersebut lbertambah”. 
4) Cukup lNisab, lyaitu ljumlah lminimal lyang 

lmenyebabkan lharta lterkena lkewajiban lzakat. 

lMenurut lDr. lDidin lHafidhuddin, lnisab lmerupakan 

lkeniscayaan lsekaligus lmerupakan lkemaslahatan, 

lsebab lzakat litu ldiambil ldari lorang lyang lkaya 

l(mampu) ldan ldiberikan lkepada lorang-orang lyang 

ltidak lmampu. 
5) Cukup lHaul, lyaitu ljangka lwaktu lkepemilikan lharta 

ldi ltangan lsi lpemilk lsudah lmelampaui ldua lbelas 

lbulan lQamariah. lPersyaratan lsetahun lini lhanya 

luntuk lobjek lzakat lberupa lternak, luang ldan lharta 

lbenda ldagang. lUntuk lobjek lzakat lberupa lhasil 
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lpertanian, lbuah- lbuahan, lmadu, llogam lmulia, lharta 

lkarun, ldan llain-lian lyang lsejenis, lakan ldikenakan 

lzakat lsetiap lkali ldihasilkan, ltidak ldipersyaratkan 

lsatu ltahun. 
6) Bebas ldari lUtang, ldalam lmenghitung lcukup lhisab, 

lharta lyang lakan ldikeluarkan lzakatnya lharus lbersih 

ldari lutang, lkarena lia ldituntut luntuk lmemiliki 

lkewajiban luntuk lmelunasi lutangnya litu. 
7) Lebih ldari lKebutuhan lPokok. lMengenai lsyarat lini, 

lsebagian lulama lberpendapat lbahwa lamat lsulit 

luntuk lmenetukan lbesarnya lkebutuhan lpokok 

lseseorang, lsehingga lmereka lberpendapat lbahwa 

lsyarat lnisab lsudahlah lcukup.
14 

5. Fungsi ldan lHikmah lZakat 

a. Fungsi lZakat 

Zakat ladalah libadah lyang lmemiliki ldua 

ldimensi, lyaitu lvertikal ldan lhorizontal. lZakat 

lmerupakan libadah lyang lmemiliki lnilai lketaatan 

lkepada lAllah lSWT ldalam lrangka lmeraih lridha-Nya 

ldalam lhubungan lvertikal l(hablum lminallah) ldan 

lsebagai lkewajiban lkepada lsesama lmanusia ldalam 

lhubungan lhorizontal l(hablum lminannas). lZakat 

ldianggap ljuga lsebagai libadah lkesungguhan ldalam 

lharta l(maaliyah lijtihadiyyah). 

                                                           
14 Sri Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: 

Selemba Empat, 2013), Edisi 3, h. 288-290 
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Kaitannya ldengan lfungsi lzakat lini, lmaka ldapat 

ldisimpulkan lsebagai lberikut: 

1) Fungsi lkeagamaan: lialah lmembersihkan ljiwa lorang 

lyang lberzakat ldari lsifat-sifat ltercela lyang ldibenci 

lagama, lseperti: lbakhil, lpelit ldan ltidak lperduli 

lsesama. 
2) Fungsi lsosial ldan lekonomi lkerakyatan, lyaitu 

lmemberikan lpertolongan ldiantara lkesulitan 

lmasyarakat ldari lberagam lsudut lpandang. lSerta 

lmenghilangkan lsifat lterlalu lcinta lkepada lharta 

ldengan lmemberikan lkepada lorang lmemiliki lhak 

latas lhartanya. 
3) Fungsi lpolitik, lyaitu lmenyumbangkan lsebagian 

lharta lkepada llembaga lyang ldikelola lNegara luntuk 

lkepentingan lkelangsungan lroda lpemerintahan, 

lseperti;menegakkan lsyi‟ar ldakwah lyang lharus 

lditopong ldengan lbantuan lekonomi, lbantuan luntuk 

lrakyat lyang ltertimpa lbencana ldan lkesulitan 

lekonomi,serta lmembangunkan lpondasi 

lpemerintahan lyang lkuat lbila lmungkin 

ldilaksanakan ldengan ldana-dana lyang lterhimpun 

ldari lzakat.
15 

 

                                                           
15 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-1, h. 76 
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b. Hikmah lZakat 

Kesenjangan lpenghasilan lrizki ldan lmata 

lpencarian ldikalangan lmanusia lmerupakan lkenyataan 

lyang ltidak lbisa ldipungkiri. lHal lini, ldalam 

lpenyelesaiannya, lmemerlukan lcampur ltangan lAllah 

lswt. lsebagaimana lfirmanNya ldalam lsurah lan-Nahl 

layat l71: 

 l  l  l  l  l l  l l... l l l 

l 
Artinya: ldan lAllah lmelebihkan lsebahagian lkamu ldari 

lsebagian lyang llain ldalam lhal lrezki, l... 

Maksud layat lini lialah lbahwa lAllah lswt. 

lmelebihkan lsebagian lkita ldari lsebagian lyang llain 

ldalam lhal lrezeki. lDia lmewajibkan lorang lyang lkaya 

luntuk lmemberikan lhak lyang lwajib latau lfardu lkepada 

lorang lfakir. lBukan lhak lyang ltathawwu‟ latau lsekedar 

lpemberian lkepadanya. 

Kefarduan lzakat lmerupakan ljalan lyang lpaling 

lutama luntuk lmenyelesaikan lkesenjangan ltersebut. 

lJuga, lia lbisa lmerealisasikan lsifat lgotong lroyong ldan 

ltanggung ljawab lsosial ldikalangan lmasyarakat lIslam. 

lAdapun lhikmah lzakat litu ladalah lsebagai lberikut:
16

 

                                                           
16 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: 

PT.Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. Ke-7, h. 85-86. 
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1) Zakat ldapat lmembiasakan lorang lyang 

lmenunaikannya lmemiliki lsifat ldermawan, 

lsekaligus lmenghilangkan lsifat lpelit ldan lkikir. 

2) Zakat ldapat lmenguatkan lbenih lpersaudaraan, lserta 

lmenambah lrasa lcinta ldan lkasih lsayang lsesama 

lmuslim. 

3) Zakat lmerupakan lsalah lsatu lupaya ldalam 

lmengatasi lkemiskinan. 

4) Zakat ldapat lmengurangi langka lpengangguran ldan 

lpenyebab- lpenyebabnya. lSebab, lhasil lzakat ldapat 

ldigunakan luntuk lmenciptakan llapangan lpekerjaan 

lbaru.
17

 

5) Mendekatkan lpara lmukmin lkepada lAllah ldan 

lmenimbulkan lperasaan lbahwa lkebahagiaan litu 

ladalah ldapat lmengeluarkan lharta ldi ljalan lAllah. 

6) Membawa lpara lmukmin lmensyukuri lTuhan lyang 

ltelah lmemelihara ldari lmeminta-minta ldan 

lmemberi lharta lyang lbanyak lkepadanya, lhingga 

lterhindarlah lia lmenjadi lorang lfakir.
18

 

7) Menyucikan lharta, lBerzakat ltujuannya luntuk 

lmembersihkan lharta ldari lkemungkinan lmasuk 

lharta lorang llain lkedalam lharta lyang ldimiliki. 

                                                           
17 El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, (Jogjakarta: DIVA Perss, 2013), 

Cet. ke-1, h. 17 
18 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, 

(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), h. 103 
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lTanpa lsengaja, lbarangkali lada lharta lorang llain 

lyang lbercampur ldengan lharta lkita. 

8) Menyucikan ljiwa lsi lpemberi lzakat ldari lsifat lkikir 

l(bakhil). lZakat lselain lmembersihkan lharta, ljuga 

lmembersihkan ljiwa ldari lkotoran ldosa lsecara 

lumum, lterutama lkotoran lhati ldan lsifat lkikir 

l(bakhil). 

9) Membersihkan ljiwa lsi lpenerima lzakat ldari lsifat 

ldengki.
19

 

C. Strategi lPengelolaan lZakat 

1. Pengertian lStrategi ldan lManajemen lStrategi 

Kata lstrategi lberasal ldari lbahasa lyunani lyang 

lberarti; lkepemimpinan ldalam lketentaraan. lKonotasi lini 

lberlaku lselama lperang lyang lkemudian lberkembang 

lmenjadi lmanajemen lketentaraan ldalam lrangka lmengelola 

lpara ltentara lbagaimana lmelakukan lmobilisasi lpasukan 

ldalam ljumlah lyang lbesar, lbagaimana lmengkoordinasikan 

lkomando lyang ljelas, ldan llain lsebagainya.
20

 

Manajemen lstrategi lmerupakan lkumpulan 

lkeputusan ldan ltindakan lyang ldigunakan ldalam lmenyusun 

ldan lmengimplementasikan lstrategi, lyang lakan 

lmenghasilkan lkesesuaian lsuperior lyang lkompotitif lantara 

                                                           
19 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi 

Problema Sosial di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi ke-1, cet. ke-2, 

h.19-22 
20 Crown Dirgantoro, Manajemen Stratejik; Konsep, Kasus & 

Implementasi,  (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 5 
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lorganisasi ldan llingkungannya, luntuk lmeraih ltujuan 

lorganisasi.
21

 l 

Ada lbeberapa lmacam lmengenai lpengertian 

lmanajemen lstrategi lyaitu.
22

 lPertama, lmanajemen lstrategi 

ladalah lproses latau lrangkaian lkegiatan lpengambilan 

lkeputusan lyang lbersifat lmendasar ldan lmenyeluruh, 

ldisertai lpenetapan lcara lmelaksanakannya, lyang ldibuat 

loleh lmanajemen lpuncak ldan ldiimplementasikan loleh 

lseluruh ljajaran ldidalam lsuatu lorganisasi luntuk lmencapai 

ltujuannya. l 

Kedua, lmanajemen lstrategi ladalah lusaha 

lmanajerial lkekuatan lmenumbuhkan lorganisasi luntuk 

lmengeksploitasi lpeluang lyang lmuncul lguna lmencapai 

ltujuannya lyang ltelah lditetapkan lsesuai ldengan lmisi lyang 

ltelah lditentukan. l 

Ketiga, lmanajemen lstrategi ladalah larus lkeputusan 

ldan ltindakan lyang lmengarah lpada lpengembangan lsuatu 

lstrategi latau lstrategi-strategi lyang lefektif luntuk lmembantu 

lmencapai ltujuan ldari lorganisasi. l 

Keempat, lmanajemen lstrategi ladalah lperencanaan 

lberskala lbesar lyang lberorientasi lpada ljangkauan lmasa 

ldepan lyang ljauh, ldan lditetapkan lsebagai lkeputusan 

                                                           
21 Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, Efektivitas Organisasi, 

(Jakarta: Erlangga, 1980), h. 355 
22 Muklisin, Muklisin, „Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya 

Pengembangkan Usaha Produktif (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten 

Bungo)‟, Juris : Jurnal Ilmiah Syariah, 17.2 (2018).  205-214 (h. 210) 
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lmanajemen lpuncak lagar lkemungkinan lorganisasi 

lberinteraksi lsecara lefektif.
23

 

Tahapan ltahapan lyang ldilalui ldalam lproses 

lmanajemen lstrategi lyaitu: l 

a. Perumusan lmisi lorganisasi l 

b. Penentuan lprofil lorganisasi l 

c. Analisis ldan lpilihan lstrategi l 

d. Penentuan lstrategi linduk l 

e. Penentuan lstrategi loperasional l 

f. Perumusan lkebijaksanaan l 

g. Penciptaan lsistem lpengawasan l 

h. Penciptaan lsistem lumpan lbalik.
24

 

2. Pengelolaan lZakat 

a. Pengertian lPengelolaan lZakat 

Pengelolaan lzakat ldidefinisikan ldalam 

lUndang-Undang lNomor l23 lTahun l2011 lsebagai 

lperencanaan, lpelaksanaan ldan lpenyelenggaraan 

lkegiatan ldalam lpengumpulan, lpendistribusian ldan 

lpendayagunaan lzakat. lDi lIdonesia, llembaga lyang 

lberwenang lmelakukan lkegiatan ltersebut ladalah 

llembaga lpengelola lzakat lformal ldan lberbadan lhukum 

lyaitu lBadan lAmil lZakat lNasional l(BAZNAS) lyang 

ldibentuk loleh lpemerintah ldan lLembaga lAmil lZakat 

                                                           
23 Nawawi, Hadari, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis 

yang Kompetitif, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 148 
24 Crown Dirgantoro, Manajemen Stratejik; Konsep, Kasus & 

Implementasi,  (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 20 
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l(LAZ) lyang ldibentuk loleh lmasyarakat ldan ldikukuhkan 

lpemerintah, ldalam lmenjalankan ltugas ldan lfungsi ldari 

lBAZNAS ldapat ldibantu loleh lUnit lPengumpulan lZakat 

l(UPZ). lUPZ lmerupakan lunit lorganisasi lyang ldibentuk 

loleh lBAZNAS luntuk lmembantu lmenghimpun lzakat. 

lStruktur lorganisasi lBAZNAS ldan lLAZ ldisusun lsesuai 

ldengan lkebutuhan ldari lmasing-masing llembaga 

lberdasarkan lUndang-Undang lNomor l23 lTahun l2011. 

b. Badan lPengelola lZakat 

Kegiatan lyang ldilakukan loleh lorganisasi 

lpengelola lzakat ladalah lpengumpulan lzakat. lKegiatan 

lini lsangat lbergantung lkepada ldonatur l(Muzakki). 

lSelama lmasih lada lmuzakki lyang lmenyalurkan 

lzakatnya lpada lUPZ lmaka lfungsi lUPZ lakan ltetap 

lberjalan lsecara lbaik, lnamun lsebaliknya lketika ltidak 

lada lmuzakki lyang lmenyalurkan lzakatnya lpada lUPZ 

lmaka lUPZ ltidak lakan lberfungsi lsebagaimana 

lmestinya. lUpaya lyang ldilakukan lUPZ ladalah 

lbagaimana lmeningkatkan lkesadaran, lkepatuhan ldan 

lmotivasi lmasyarakat lmuslim lagar lmenunaikan 

lkewajiban lzakat lkepada lUPZ, lkhususnya lpada 

lorganisasi lformal lyang lberbadan lhukum l(BAZNAS 
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ldan lLAZ).
25

 lBadan lPengelola lZakat luntuk 

lpenjelasanya ldibahas lsebagai lberikut: 

1) BAZNAS l(Badan lAmil lZakat lNasional) 

Badan lAmil lZakat lNasional l(BAZNAS) 

lmerupakan llembaga lresmi ldan lsatu-satunya lyang 

ldibentuk loleh lpemerintah. lBerkedudukan ldi libu 

lkota lnegara, lprovinsi, lkabupaten/kota. lBAZNAS 

ltermasuk lsuatu llembaga lpemerintah lnonstruktural 

lyang lbersifat lmandiri ldan lbertanggung ljawab 

lkepada lPresiden lmelalui lMenteri. lFungsi ldari 

lBAZNAS ladalah lmelakukan lperencanaan, 

lpelaksanaa, lpengendalian ldalam lpengumpulan, 

lpendistribusian, ldan lpendayagunaan lzakat lsecara 

lnasional lserta lmelakukan lpelaporan ldan 

lpertanggung ljawaban ldalam lpelaksanaan 

lpengelolaan lzakat.
26

 

2) LAZ l(Lembaga lAmil lZakat) 

Lembaga lAmil lZakat l(LAZ) ladalah lsuatu 

llembaga lpengelolaan lzakat lyang ldibentuk latas 

linisiatif lmasyarakat ldan lmasyarakat lyang lbergerak 

ldalam lbidang lda‟wah, lpendidikan, lsosial, ldan 

lkemaslahatan lumat. lSedangkan lfungsi ldari lLAZ 

                                                           
25 Taufikur Rahman, “Akuntansi, Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 

109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola 

Zakat (OPZ),” Jurnal Muqtasid, Vol. 6, No. 1 (Juni 2015): 143. 
26 Maghfirah, Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia 

(Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 110–111. 
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ladalah lmembantu lpengumpulan, lpendistribusian, 

lpendayagunaan lzakat ldan lwajib lmelaporkan 

lkepada lBAZNAS lsecara lperiodik luntuk ldiaudit.
27

 

c. Penghimpunan lZakat 

Penghimpunan lzakat ldisebut ljuga ldengan 

listilah lfundraising lyaitu lkegiatan lmengumpulkan ldan 

lpenghimpunan ldana. lBerdasarkan lpendapat lyang 

ldikemukanan loleh lSudewa lbahwa lpenghimpunan 

lzakat ladalah lsuatu lkegiatan lmengumpulkan ldana 

lzakat, linfak, ldan lshodaqah lserta lsumber llainya ldari 

lmasyarakat lbaik litu lsecara lindividu, lkelompok, 

lorganisasi, lperusahaan latau lpemerintah lyang lnantinya 

lakan ldidistribusikan ldan ldiperdayakan luntuk 

lmustahik.
28

 

Kegiatan lpenghimpunan lzakat lsetidaknya 

lmencakup l5 ltujuan lpokok ldiantaranya lyaitu, 

lpenghimpun ldana, lmenghimpun ldonatur, lmenghimpun 

lsimpatisan latau lpendukung, lmembangun lbrand limage, 

lmemberikan lkepercayaan ldan lkepuasan lpada ldonatur. 

Berikut lstrategi lfundraising lyang ldilakukan 

loleh llembaga lfilantropi ldi lIndonesia ldalam 

                                                           
27 Maghfirah, Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia 

(Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 114. 
28 Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, dan Miftah Arifin, “Strategi 

Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di 

Kabupaten Jepara,” Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, 

and Economics (CIMAE) Proceeding, Vol. 2, No. 2 (2019), h. 123. 
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lpenghimpunan ldana lzakat lberdasarkan lpendapat ldari 

lMurtadho lRidwan: 

1) Direct lFundraising ladalah lcara lpenghimpunan 

lyang ldilakukan lsecara llangsung lyang lmelibatkan 

ldonatur latau lmuzakki. lContonhya: ldirect lmail, 

ldirect ladvertising, ltelefundraising ldan lpresentasi 

llangsung. 

2) Indirect lFundraising ladalah lcara lpengimpunan 

ldana lyang ldilakukan lsecara ltidak llangsung ltanpa 

lmelibatkan ldonatur latau lmuzakki. lContohnya: 

ladvertorial, limage lcompain ldan lpenyelenggaraan 

levent, lmenjalin lrelasi ldan lsebagainya.
29 

d. Pendistribusian lZakat 

1) Konsep lPendistribusian 

Pendistribusian ladalah lsuatu lkegiatan 

lmembagikan ldana ldari lamil ldengan 

lmenyalurkannya lkepada lmasyarakat lyang lberhak 

lmenerimanya lberdasarkan laturan lyang lberlaku.
30

 

lBerdasarkan lpendapat ldari lMukhlisin lbahwa 

lpendistribusian lzakat ladalah lsuatu lkegiatan 

lmenyalurkan latau lmembagi ldana lzakat lsesuai 

ldengan lfungsi lmanajemen ldimana lzakat ltersebut 

ldiperoleh ldari lmuzakki ldan ldiberikan lkepada 

                                                           
29 Widi Nopiardo, “Strategi Frundraising Dana Zakat Pada BAZNAS 

Kabupaten Tanah Datar,” Jurnal Imara, Vol. 1, No. 1 (Desember 2017), h. 63 
30 Ambok Pangiuk, Pengelolaan Zakat di Indonesia (Jambi: FB. 

Aswaja, 2020), h. 40. 
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lmustahik lsehingga ldiharapkan lmampu 

ltercapainnya ltujuan lsuatu lorganisasi lsecara 

lefektif.
31

 lPenyaluran lzakat lharus ldiberikan lkepada 

lmustahik lhal lini lsesuai ldengan lsurah lAt-Taubah 

layat l60 lterkait ldengan lorang lyang lberhak 

lmenerima lzakat. 

Kaidah ldalam lproses lmenyalurkan lzakat 

lyang lharus ldiutamakan ladalah lorang-orang 

lterdekat latau ldisebut ldengan ldistribusi llokal, lbaik 

lyang ldisalurkan llangsung loleh llembaga latau lyang 

ldibentuk loleh lamil lsendiri. lHal lini lsesuai ldengan 

lyang ldikemukakan loleh lImam lMalik lbahwasannya 

ltidak ldiperbolehkan lmendistribusikan lzakat lkeluar 

lwilayah ldimana lzakat lterkumpulkan, lkecuali ljika 

ldalam lwilayah ltersebut lterdapat lbanyak lorang 

lyang lsangat lmembutuhkan. lTerjadinya 

lpengecualian lini lmaka lseorang lamil ldiperbolehkan 

lmendistribusikan lzakat lke lwilayah ltersebut lsetelah 

lterjadinya lpenelitian ldan ljuga lijtihad.
32

 

Keadilan ldan lkemerataan ladalah lsuatu 

lkaidah lpendistribusian lzakat ldimana lsesuai lyang 

                                                           
31 Masrul Efendi Umar Harapap, “Efektivitas Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat,” Jurnal 

At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyrakat Desa 3, no. 2 (Juni 

2021), h. 205. 
32 Nur Insani, Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat 

(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 66. 
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ldikemukakan loleh lImam lSyafi‟i, lkarena lmemiliki 

lkaitan ldengan lkepentingan ldan lkemaslahatan 

lmustahik. lBerikut lini lkaidah lpendistribusian lzakat 

lyaitu: 

a) Penyaluran lzakat ladil lkepada lsemua lmustahik, 

lhal lini ltanggung ljawab lamil lzakat lyang 

lmemiliki ltugas lmenyalurkan lzakat ltanpa 

ladanya ltebang lpilih latau lmenghalangi lhak ldari 

lmustahik lyang lsangat lmembutuhkan. 

b) Penyaluran lzakat lsesui ldengan ljumlah ldan 

lkebutuhan lmustahik, lyaitu ldengan llebih 

lmemprioritaskan lmustahik lyang llebih lbesar 

lkebutuhannya, lsebab ltidak lsemua ldaerah 

lmemiliki lkedelapan lmustahik. 

c) Mustahik lyang ldiutamakan lfakir ldan lmiskin, 

lkarena ltujuan ldari lzakat ladalah lmemberikan 

lkehidupan lyang lcukup lbagi lmereka. 

d) Zakat ldiberikan lsesuai ldengan lkebutuhan 

lmustahik ldimana ltidak lmelanggar lbatasan 

lsyariah, lmemiliki ltujuan lkemaslahatan, 

lkejelasan lakan lkebutuhan lbisa ldisesuaikan 

ldengan ljumlah lzakat lyang lakan lditerima, ltidak 

ladanya ltebang lpilih lkarena ladanya likatan 

lsaudara ldan lsebagaiannya. l 
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e) Seorang lamil lberhak lmendapat l1/8 ldari lzakat 

lyang ldikumpulkan ldan ltidak lboleh lmelebihi. 

lHal lini lsesui ldengan lpendapat lyang 

ldikemukakan loleh lImam lSyafi‟i.
33 

2) Model lPendistribusian lZakat 

Dana lzakat lyang ltelah lterhimpun loleh 

llembaga lpengelola lzakat lharus ldidistribusikan 

lkepada lyang lberhak lmenerima lzakat lsesuai ldengan 

lskala lprioritas lyang ltelah ldisusun. lBerdasarkan 

lpendapat lyang ldikemukakan loleh lFajri 

lbahwasanya lterdapat lempat lbentuk lpendistribusian 

lberdasarkan lfungsi ldari lzakat lyaitu: lproduktif 

ltradisional, lproduktif lkreatif, lkonsumtif ltradisional 

ldan lkonsumtif lkreatif.
34

 

a) Pendistribusian lZakat lProduktif 

Zakat lproduktif ladalah lzakat lyang 

ldiberikan luntuk lmustahik ldengan lharapan ldana 

lzakat litu lmampu lmemproduktifkan lmustahik 

latau ldigunakan lsebagai linvestasi lpada lbidang-

bidang ltertentu lyang lmemiliki lnilai lekonomis. 

                                                           
33 Masrul Efendi Umar Harapap, “Efektivitas Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat,” Jurnal 

At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyrakat Desa 3, no. 2 (Juni 

2021), h. 205–207. 
34 Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, dan Rida Rosida, “Zakat Core 

Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management dalam Mengukur 

Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Kerja BAZNAS,” Jurnal 

Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 8, no. 1 (26 Januari 2021): 119. 
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lPola lpendistribusian lzakat lproduktif 

ldigolongkan ldalam ldua lbentuk lyaitu: la) 

lProduktif ltradisional ladalah lbarang-barang 

lyang ldiberikan lberupa lbentuk lbarang 

lproduktif, ldengan lharapan lpemberian lbantuan 

ltersebut lakan lmembawa lmustahik lmampu 

luntuk lmenciptakan llapangan lpekerjaan lbaru. 

lContoh: lbantuan lmesin ljahit, lalat lpertukangan, 

lhewan lternak ldan llain-lain. lb) lProduktif lkreatif 

ladalah lzakat lyang ldiberikan lberupa lmodal 

lbergulir. lContoh: lmodal lusaha lbagi 

lpengembangan lusaha lpedagang lkecil, 

lpembangunan lmadrasah ldan llainlain.
35 

b) Pendistribusian lZakat lKonsumtif 

Pendistribusian lzakat lkonsumtif ladalah 

lmemberikan ldana lzakat luntuk lmemenuhi 

lkebutuhan lsehari-hari lmustahik. lPola 

lpendistribusian lzakat lkonsumtif ldigolongkan 

ldalam ldua lbentuk lyaitu: la) lKonsumtif 

ltradisional ladalah lzakat lyang ldiberikan lkepada 

lmustahik lsecara llangsung luntuk lmemenuhi 

lkebutuhan lsehari-hari. lContoh: lzakat lmal latau 

lzakat lfitrah. lb) lKonsumtif lkreatif ladalah ldana 

                                                           
35 Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, “Efektifitas Distribusi Dana Zakat 

Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang,” 

Islamic Economics Journal 4, no. 2 (28 Desember 2018): 45. 
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lzakat lyang ldiberikan ldalam lwujud llain lseperti 

lbarang lkonsumtif lyang ldigunakan luntuk lorang 

lyang lmembutuhkan luntuk lmenangani lmasalah 

lsosial lekonomi. lContoh: lperalatan lsekolah latau 

lbeasiswa lpendidikan, lmukenah latau lsarung 

luntuk lsarana libadah, lgerobak luntuk ljualan ldan 

llain-lain.
36

 

c) Golongan lPenerima lZakat 

Harta lzakat ltidak ldiperbolehkan 

ldiberikan lkepada lsembarang lorang, ldimana 

lsudah ldijelaskan ldalam lQs. lAt-Taubah:60. 

lGolongan lyang lberhak lmenerima lzakat lyaitu: 

lfakir, lmiskin, lamil, lmuallaf, lriqab, lgharim, 

lsabilillah, ldan libnu lsabil.
37

 lPembagianya ldapat 

ldiurutkan lsesuai ldengan lskala lprioritas lyang 

lpaling latas lterlebih ldahulu lBerdasarkan lQs. lAt-

Taubah ltidak ldisebutkan lbahwa lkaum llanjut 

lusia, ltermasuk ldalam ldalam lgolongan 

lpenerima lzakat. lKaum llanjut lusia lMenurut 

lpendapat ldari lAtchley lbahwasanya llanjut lusia 

ladalah lsuatu lbentuk lpemikiran lyang lluas, ltidak 

lhanya lmenyangkut lpada lperubahan lfisik lpada 

                                                           
36 Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas 

Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional,” Al Maal: Journal of 

Islamic Economics and Banking 1, no. 2 (5 Januari 2020): 168. 
37 Hamka, Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Kementerian Agama 

Republik Indonesia, 2013), 62–69. 
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ltubuh lsetelah lmelalui lkehidupan ldewasa lyang 

lcukup lpanjang, ltetapi ljuga lterjadi lbeberapa 

lperubahan lpada lpsikolog lyang lmeliputi 

lsemangat latau lingatan ldan ldalam lkemampuan 

lpada lmental lserta lterjadinya lperubahan lsosial 

ldalam lkehidupanya. 

Departemen lSosial lmembedakan lkaum 

llanjut lusia ldari laspek lekonomi ldan laktivitas 

lmenjadi ldua lkategori, lyaitu lkaum llanjut lusia 

lpotensial ldan lkaum llanjut lusia lnon lpotensial.
38

 

lBerdasarkan lUU lNo.13 lTahun l1998 lyang 

lberisikan ltentang lkesejahteraan lkaum llanjut 

lusia lberdasarkan lklasifikasi lusia ldan 

lkemampuanya lyaitu: 

a) BAB lI lpasal l1 layat l3 ldijelaskan lbahwa 

llanjut lusia lpotensial ladalah lseorang llanjut 

lusia lyang lmasih lmampu luntuk lmelakukan 

lpekerjaan latau lkegiatan lyang ldapat 

lmenghasilkan lbarang latau ljasa. 

b) BAB lI lpasal lI layat l4 ldijelaskan lbahwa 

llanjut lusia ltidak lpotensial ladalah llanjut lusia 

lyang ltidak lmemiliki lkemampuan luntuk 

lmencari lnafkah lsehingga lkehidupanya 

                                                           
38 Musrayani Usman, “Makna Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia di 

Indonesia (Tinjauan Sosiologi Kependudukan dan Kesejahteraan),” 

Hasanuddin Journal of Sociology (HJS) 2, no. 1 (2020): 5. 
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lhanya lbergantung lkepada lbantuan lorang 

ldisekitarnya.
39 

Kaum llanjut lusia lberdasarkan lliteratur 

lhukum ltermasuk ldalam lkategori lkaum ldhuafa. 

lIstilah ldhuafa ldibedakan lmenjadi lfakir 

lberdasarkan lkitab lfiqih, ldan lpendapat ldari lAl lYafi 

ldikategorikan lmiskin. lPengertian ldari lmiskin lyaitu 

lseorang lyang lmemiliki lharta lbenda latau lpekerjan 

lbahkan lkeduannya lhanya lmampu lmenutup l½ latau 

llebih ldari lkebutuhan lpokok.
40

 lPengertian ldari lfakir 

ladalah lseseorang lyang ltidak lmemiliki lharta lbenda, 

latau lpekerjaan ltetap, latau lmemiliki lharta lbenda 

ltetapi lhanya lmampu lmenutupi lkurang ldari 

lsetengah lkebutuhan lpokoknya. lBerikut lada 

lbeberapa lgolongan lyang ltemasuk ldalam lkategori 

lkaum ldhuafa lseperti: lkaum llanjut lusia, lanak lyatim, 

lfakir lmiskin, lpengemis, lburuh, lorang lsakit, lkorban 

lbencana lalam ldan llain-lain. lGolongan-golongan 

ltersebut lmaka llanjut lusia lsalah lsatu lsasaran ldalam 

lpenyaluran lzakat. lJika ldilihat ldari lsisi llain, lbahwa 

lkaum llanjut lusia lini lbisa ldianggap lsebagai lbagian 

ldalam lpentasyarufan lzakat ldengan lmelihat 

                                                           
39 Sinta Puji Triwanti, Ishartono, dan Surya Arie Gutama, “Peran 

Panti Sosial Tresna Werdha dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan 

Lansia,” Prosiding KS: Riset dan PKM 2, no. 3 : 412–413. 
40 Ahmad Sanusi, Agama di Tengah Kemiskinan (Jakarta: Logos, 

1999), 12–13. 
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lmaqashid lsyariah l(tujuan lutama ldisyariatkannya) 

libadah lzakat lyakni lmembantu lkaum lyang 

lmembutuhkan luntuk lbisa lmencapai lkesejahteraan. 

lMengingat lurgensi ldana lzakat ldalam lupaya 

lpengentaskan lkemiskinan ldan lpemberdayakan 

lsumber ldaya lmanusia.
41

 

D. Kerangka lKonseptual 
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